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NOMOR 2138 TAHUN 2016
TENTANG

LEIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEROLAH MENENGAH PERTAMA [SMP)
NEGER! 11 KEl BESAR D KABUFPATEN MALUKL TENCGGARA

Menimbang

p

BLUPATI MALUKL TENGGARA,

hahwa pembangunan pendidikan metalul program-progran
peningkatan mutu, pemerataan, perluasan akses dan t@ta
kelola periu diarahlkan secara serentak dan sistematis pada
semua lembags penyelengeara pendidilkan negeri maupun
swasta, maka perlo membuks schkolah  schagai  sarann
pendidiloars;

bahwa sebagal Implementasi dari Pasal 4 Avat (1) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Bepublik Indonesia
Momor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

bahwa peranan masyvarakat dalam upaya pembangunan
pendidikan sangat besar dan untuk itu perlu didorong terus
dengan berbagad fasilitas dan kemudahan;

babwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negerd 11 Kel Besar
vang secard nyata telah memenuhi persyaratan e
Pembukaan scsual peraturan porundang-undangan yvang
berlaku;

babhwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada hurafl a,
huruf b, huruf ¢ dan hurul d diatas perlu menetapkan
Keputusan Bupati Maluku Tenggara,

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Swatantra Tingkat 1 Dalam
Wilayah [Daerah Swatantra Tingkat | Maluku  Schagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tehun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas  dan
Koropsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarcan Negara Tahun
1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negarm Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keaangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenfang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Namor 4355);



10,

11.

12,

1.

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang
Fembentukan Peraturan FPerundang-undangan (l.embaran
MNegara Tahun 2004 Nomor B2, Tambahan Lembarann Negara
Nomor 53234);

Undang-TUndang MNormor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran MNegara MNoimor 5587),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Porubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Nepgarsa Tahun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran NMegara Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan
Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maliiku Tenggara
(Lembaran Wegara Tahun 1952 Nomor <9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembubaran Dacrah Maluku Selatan dan Pembentukan
Daerah Malukua Tengah dan Dacrabh Maluku Tenggara
(Lembaran Nogara Tahun 1953 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan kKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomaor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor <4578);
Peraturan Memerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Fembagian LIrisarn Pemerintahan Anilara Pemoerintah,
Pemerintah Daerah  Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan  Pemerintah Nomor 35 Tabhun 2011 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tengegara dari
Wilayvah Koita Tual ke Wilayah Kol Kecil Kabupaten Maluloa
Tenggara Provinsi Malulku (Lembaran Negara Tabhun 2011
Nomor 71, Tambahan Lembaran Megara Nomor 5227);
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor O
Tahun 2002 tentang Pokok-pokolk Pengelolaan Keuangan
Daerah [(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Teoenggars
Tahun 2008 Momor 8 Soeri A);

Feraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pérubahan Kedua Atas Persturan
Dacrah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Dinas
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lemabaran Daerah
Kabupaten Malulin Tenggara Tahun 2015 Namaor 7))
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggmara Nomor 12
Tahun 2015 tentang Angearan Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malulkua
Tengegara Tahun 2015 Nomor 12 Serd A).

MEMUTLISRKAN

KEFUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN @ PENDIRIAN @DAN
PEMBUKAAN SEROLAF MENENGAH PERTAMA (SMP
NEGER] 11 KEI BESAR DI KABUPATEN MALUKL TENGOATRA,



HESATU

KEDUA

KETIOGA

KEEMPAT

Momberikan Izin Pendirian dan Pembukasan Sekolah
Menengah Pertama (SMP] Negeri 11 Kel Besar di Kabupaten
Maluku Tenggara.

Pembwrisan  lzin Pendirinn . kepada sekolah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU karena telah memenuhi

syarat-syarat scbagai berikut :

a. Hasil studi kelayalan;

b, Hasil pendidikan;

. Jumlah dan kualifikasi prendidikan e tenapa
kependidilkan;

. Barana dan prasarans pendidilaan;

Pembiayaan pendidikan;

Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

Manajemen dan proses pendidilcan,

| oen

Semua biaya yang timbul aldbar dikeluarkan Kepurusan ind
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 20016,

Keputusan Bupati ini mulail berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetaploan
pada tan o

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sckretaris Dacrah Kabupaten Maluku Tenggara, di Tangguar;

2. Kepala Baglan Hukum dan HAM SETDA Kab., Malra, di Langgur,

A Kepala Dinas Pendidilean, Pemuda dan Olah Rags Kab. Malra, di Langeur.



